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Isu sentral dalam penulisan thesis ini adalah apakah dalam 
menjalankan kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi (MK) dapat bertindak sebagai 
policy maker. Thesis ini hendak mengkritisi praktik pengujian 
konstitusionalitas undang-undang oleh MK yang bertindak lebih seperti 
policy maker, sehingga seolah menggantikan pembentuk undang-
undang ketimbang sebagai badan yudisial. Penulisan thesis ini 
merupakan penelitian hukum yang terdiri dari lima bagian bab yang 
secara garis besar masing-masing akan Penulis uraikan di bawah ini.  
Pertama-tama Bab I menguraikan latar belakang dilakukan 
penulisan thesis ini dengan mengemukakan alasan yang mendasari 
dimulainya penulisan thesis ini disertai dengan kerangka teori dan 
metodologi penelitian yang menjadi acuan dalam penulisan ini. 
Sedangkan pada Bab II akan menelaah hakekat MKRI dalam 
menjalankan fungsinya sebagai badan yudisial dalam melakukan tugas 
ajudikasi yang penulis maknai sebagai tugas untuk memutus (judicial 
duty). Hal tersebut bertolak dari kebebasan yang dimiliki hakim dalam 
menjalankan kekuasaannya (prinsip independensi) sehingga dalam 
menjalankan kekuasaannya konsep kebebasan harus dimaknai di bawah 
judicial duty, yaitu komitmen untuk memutus perkara berdasarkan 




Selain itu penulis dalam Bab III akan mengkaji bahwa dalam 
pengujian yudisial konstitusionalitas undang-undang bukan saja 
semata-mata merupakan isu untuk mempertahankan superioritas 
undang-undang dasar secara formal terhadap undang-undang. Tetapi 
pengujian yudisial harus diletakkan dalam fondasi pengujian secara 
substantif, yaitu memberikan perlindungan terhadap HAM sehingga 
MKRI dapat melakukan policy-making sepanjang dalam kausa halal 
tersebut. 
Selanjutnya Bab IV kajian terhadap praktik policy-making oleh 
badan yudisial penulis elaborasi melalui Putusan MKRI No. 5/PUU-
V/2007 tentang calon perseorangan dalam pemilihan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah dan Putusan MKRI No. 14/PUU-IX/2013 
tentang penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif secara 
Serentak di mana dalam putusan tersebut MKRI bertindak sebagai 
policy maker yang tidak legitimate karena gagal dalam memenuhi 2 
(dua) kriteria fundamental tentang hakikat fungsionalnya sebagai badan 
yudisial dalam kausa dari kasus yang di putusannya yang bukan 
merupakan hak asasi manusia yang fundamental. 
Akhirnya pada Bab V Penulis menarik kesimpulan berupa intisari 
dari pembahasan Bab II, Bab III, Bab IV yang menjadi pernyataan 
pengunci dari penelitian thesis ini dan disertai rekomendasi untuk 
dilakukan orientasi/perbaikan terhadap pelaksanaan pengujian undang-
undang oleh MKRI. 
Penulis menyadari atas kekurangan dan keterbatasan. Keinginan 
dan hasrat untuk menyajikan tulisan yang berkulitas, namun karena 
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keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, maka tulisan ini masih 
banyak kekurangannya. Seperti apapun kualitasnya tulisan ini 
merupakan karya maksimal yang dapat penulis sajikan. Oleh sebab itu, 
masukan dan saran yang sifatnya membangun diharapkan demi 
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Thesis ini mengkaji praktik putusan MK yang dikategorikan 
Penulis sebagai putusan yang bersifat policy making, yaitu Putusan 
MKRI No. 5/PUU-V/2007 tentang calon perseorangan dalam 
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Putusan MKRI 
No. 14/PUU-IX/2013 tentang penyelenggaraan Pemilu Presiden dan 
Pemilu Legislatif secara Serentak. 
Terkait dengan Putusan MKRI No. 5/PUU-V/2007, penulis 
berpendapat bahwa MK telah bersikap over protective dengan 
memberikan right to be candidate kepada calon perseorangan—yang 
pertentangannya dengan konstitusi tidak secara eksplisit. Hal ini tidak 
sebanding dengan isu right to life dalam Putusan MKRI No. 2-3/PUU-
V/2007. MK hendaknya mendasarkan pada selective judicial activism. 
Justifikasi terhadap praktik policy making oleh MK haruslah berbasis 
pada kepentingan pihak yang seyogyanya dilindungi—yaitu 
representasi kepentingan pihak yang lemah. Ketika kondisi tersebut 
terjadi dan membahayakan HAM, maka pengadilan (MK) secara 
langsung memperoleh kewenangan untuk melakukan praktik tersebut. 
Terkait dengan Putusan MKRI No. 14/PUU-IX/2013, penulis 
berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang digunakan MK dalam 
memutus kasus ini yang lebih dipengaruhi oleh pendekatan ilmu politik 
(teori coattail effect) dan ilmu ekonomi (teori efisiensi)—dasar 
pertimbangan yang digunakan MK tidak lagi berada dalam ranah 
judicial duty badan yudisial. Ranah dari badan yudisial seperti MK 
seharusnya adalah judicial duty dengan merujuk pada sumber-sumber 
hukum, termasuk dalam kasus pengujian undang-undang. MK hanya 
dapat mengintervensi legal policy legislator, manakala terjadi 
kesalahan interpretasi konstitusi secara substansial dalam menghasilkan 
undang-undang. 
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